STRATEGI MODERNISASI di AUSTRALIA dan INDONESIA:
SUATU KESAKSIAN
1. PENDAHULUAN

Suatu “kesaksian” mengindikasikan suatu pengalaman total yang didalamnya melibatkan aspek “spiritual” di dalam menapaki kehidupan bersama orang lain yang lahiriahnya “sekuler” seperti tolong-menolong dan belajar. Tulisan ini mencerminkan kesaksian saya dua kali belajar di Australia untuk jangka waktu yang berbeda dalam selisih waktu yang relatif lama, yaitu antara 1998-2000 dan 2009-sekarang. Saya bisa membandingkan situasi dan kondisi Australia dalam dua periode yang berbeda. Selama kurun waktu itu ekonomi Australia terus berkembang, dan sekarang Australia lebih makmur dibanding periode 1998-2000. Bahkan kurs $AUD bisa melampaui $USA. Ini berarti perekonomian Australia semakin kuat. Sementara suasana Melbourne, tempat saya menuntut ilmu, menjadi semakin ramai dengan masuknya para imigran dan ini berarti penambahan tenaga kerja dan tentunya peningkatan produksi. Bila dibandingkan dengan Indonesia, kebutuhan hidup sehari-hari di Australia lebih terjangkau. Dalam tulisan ini tidak ada maksud menjelek-jelekkan negara sendiri, tapi sebagai suatu usaha mencari pelajaran berdasarkan pengalaman Australia memodernisasi negaranya, disamping saya tetap kritis terhadap gejala dekadensi di Australia.
 
Kesejahteraan yang belum kunjung datang setelah lebih dari 65 tahun Indonesia merdeka menunjukkan ada yang kurang beres dalam proses modernisasi di Indonesia. 65 tahun merupakan waktu yang lebih dari cukup untuk menjadi modern. Berdasarkan analisa historis, suatu negara bisa menjadi modern dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun. Contoh: Negara Federal Australia terbentuk tahun 1901 dan tahun 1945 sudah menjadi negara modern. Sementara Jerman yang bersatu pada tahun 1874 dibawah Bismark, menjadi negara paling modern di daratan Eropa pada tahun 1900-an dan berani mengobarkan Perang Dunia I pada tahun 1918. Sedangkan Jepang yang melakukan Restorasi Meiji pada tahun 1868, sudah bisa mengalahkan Rusia pada tahun 1904. Dan Jepang yang hancur dalam Perang Dunia II (1945), namun dia sudah bisa surplus dalam neraca perdagangan dengan Amerika pada tahun 1980-an. Sementara itu Amerika, yang mencabut politik luar negeri inward looking (protektif) pada tahun 1896, berhasil menjadi negara superpower pada tahun 1945. 


Saya kira kita perlu belajar dari Australia yang sudah menjadi negara modern, bukankah ada hadits: “Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China”. Hadits itu mengimplikasikan bahwa China merupakan negara yang maju pada zamannya dan secara implisit kita juga bisa belajar dari Australia. Hadits itu menunjukkan Nabi Muhammad SAW mengetahui perkembangan zaman. Beliau juga menilai secara tepat bahwa Imperium Romawi dan Imperium Persia mewakili negara superpower pada zamannya. Dan Beliau sadar betul akan posisi Arab yang sewaktu-waktu bisa menjadi “mangsa” bagi superpower. Posisi Arab pada waktu itu ibarat negara dunia ketiga sekarang ini yang tidak bisa berkata tidak pada hegemoni Barat. Nabi Muhammad SAW pada masa awal dakwahnya bersabda kepada tokoh-tokoh Quraisy “Saya atau umatku akan dapat menaklukan Romawi dan Persia”. Namun tokoh-tokoh Quraisy tidak percaya dan bahkan menjadikan Nabi sebagai bahan tertawakan dan gunjingan. Tokoh-tokoh Quraisy itu mendapat kesan Islam sebagai agama politik. Namun apa yang disabdakan Nabi tersebut didengar oleh Allah SWT seperti diceritakan dalam al-Qur’an (Surat  Ar-Rum)
: Ketika bangsa Romawi kalah dari Persia, umat Muslim bersedih karena monotheisme berhasil dikalahkan bangsa penyembah berhala. Lalu keluar ayat yang meramalkan dan terbukti kebenarannya bahwa “10 tahun setelah kekalahan itu maka bangsa Persia akan dikalahkan”.
 
Dalam kesaksian saya paling tidak tiga hal yang perlu diperhatikan bagi suksesnya proses modernisasi, yaitu terbentuknya budaya demokratis, adanya institusi-institusi modern, dan ilmu dan teknologi bagi peningkatan produksi.

2. TERBENTUKNYA BUDAYA MODERN (DEMOKRATIS) 

Janji Allah dalam QS Ar-Rum terbukti. Janji Allah pasti akan terbukti bila kita sudah berbuat sesuai dengan ilmu dunia yang berlaku. Kita perlu mengetahui perkembangan zaman beserta dengan kekuatan yang mengerakkannya. Harusnya kita merasa lebih yakin dengan janji Allah, bukankah Indonesia negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan Australia cenderung atheis. Lalu apa yang salah dengan kita? Saya kira orang Indonesia yang berdoa kepada Allah lebih banyak dibandingkan orang Australia, namun sepertinya doa itu tidak kunjung terkabul. Berarti ini ada sesuatu yang salah: kurang disertai ilmu duniawi, sebagai prasyarat dalam beramal melalui aktivitas pembangunan. Dengan demikian, modernisasi Australia lebih ditentukan oleh kemajuan ilmu-ilmu duniawi, mengingat agama sudah tidak mempengaruhi kebijakan publik. Sebenarnya dalam hal ilmu-ilmu duniawi Indonesia sudah memiliki cukup banyak Doktor, pendapat Tony Barnett patut diperhatikan:

 the main problems in the Third World are not, by and large, the absence of technical specialists - countries such as …Pakistan have these aplenty; …. The main problems are sociological and political problems, the contexts within which apparently ‘technical’ decisions are taken.
 
Dengan demikian, permasalahan kita adalah konteks sosio-politik yang menjadi prasyarat bagi diimplementasikannya teknologi modern. Ini berarti Australia sudah berhasil mengembangkan konteks sosio-politik bagi penerapan teknologi modern, sebagai kunci bagi kemajuan ekonomi. Nah dalam penciptaan konteks sosio-politik inilah agama Kristen memiliki andil yang sangat besar, yaitu terciptanya ruang publik yang bebas. Di Barat, konteks sosio-politik sudah dimulai sejak Zaman Reformasi, dimana Marthin Luther (1483–1546) dan Jean Calvin (1509-1564) mempelopori pembaharuan pemikiran agama yang menekankan peranan rasio, sehingga para pengikutnya bersikap rasional dalam kehidupan di dunia ini. Mereka dikenal dengan pengikut Kristen Protestan, untuk membedakan dengan ajaran Kristen Katolik yang masih kolot. Kemudian lahirlah berbagai macam aliran Kristen yang masing-masing saling mengakui mengakui eksistensinya, dan mereka mengembangkan sikap toleransi. Setelah kepemimpinan agama tidak lagi tunggal maka dilakukanlah sekulerisasi sejak Perjanjian Westphalia 1648, dimana terjadi pemisahan kepimpinan negara dengan kepemimpinan agama. Dalam hal ini komunitas-komunitas agama berfungsi sebagai civil society yang akan melakukan check and balance terhadap negara. Memang terbentuknya negara demokratis mensyaratkan keberadaan civil society kuat, disamping kehadiran kelas menengah yang kuat. Budaya demokrasi inilah yang memungkinkan bagi terbentuknya konteks sosio-politik yang kondusif bagi modernisasi.
Konteks sosio-politik ini sangat penting, sebagaimana diyakini Toby Huff dalam bukunya The Rise of Early Modern Science, dimana dia mengakui pada abad ke-12 dan ke-13 Barat masih ketinggalan dalam pengembangan iptek, tetapi kemudian Barat berhasil membidani kelahiran modern science karena telah berhasil mengembangkan suasana ‘free and open discourse’.
 Tidak lahirnya iptek modern dari peradaban Islam bukan karena Islam tidak kompatibel dengan ide-ide modern tapi karena interpretasi Islam yang tidak kondusif bagi perkembangan iptek. Dengan demikian permasalahannya tidak filosofis, tetapi pada tataran sosial dan kultural seperti kasus pelarangan penggunaan print oleh Kekhalifahan Turki untuk mencetak huruf Arab yang dianggap suci. Akibatnya peradaban Islam berkembang sangat lambat dan sebaliknya peradaban Barat dapat berkembang cepat berkat penggunaan print ini. 
Lambatnya laju modernisasi di Indonesia ditengarai oleh belum adanya free and open discourse (atau dikenal dengan “budaya demokrasi”). Suksesi pemerintahan selalu berjalan tidak normal. Selama ini orang Indonesia yang mengklaim religius namun sangat haus terhadap kekuasaan, dimana kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan tidak dipandang sebagai “alat”
 untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, adil, dan sejahtera. Ini berarti kekuasaan tidak lagi bersifat sakral. Sementara di Australia tidak terjadi gejala perebutan kekuasaan an sich karena masing-masing kelompok sudah mengembangkan budaya demokratis. Dengan kata lain, Australia sudah memiliki budaya nasional yang mantap. Sebenarnya Indonesia sudah mempunyai Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harusnya mengembangkan tingkah laku demokratis. Namun berbagai aliran politik masih saling curiga satu sama lainnya, sehingga dialog terbuka sulit berjalan. Apakah masing-masing mempunyai nafsu kekuasaan yang begitu besar sehingga mereka tidak mau berbagi. Bukankah agama mengajarkan kita saling berbagi! Sebagian menyalahkan situasi Perang Dingin, dan sekarang mereka menyalahkan intervensi Amerika. Kalau pun itu benar, kesalahan utama pada kita: kenapa kita bisa diadu domba? Karena kita cenderung tidak suka mendengarkan orang lain dan cenderung menggunakan kekuasaan yang ada pada kita. Padahal agama mengajarkan kita selalu belajar (dengan mendengarkan) dan mengklarifikasi kebenaran suatu pernyataan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. 

Sulitnya menegakkan demokrasi di negara-negara Muslim karena kekuasaan negara cenderung absolut. Biasanya para penguasa memanipulasi ajaran agama: cenderung menggandeng aliran teologi yang dominan. Bahkan kekuasaannya lebih besar dari ulama karena mereka mengklaim sebagai khalifah Allah: yang mendapat mandat kekuasaan dari Allah. Padahal khulafa ar-Rasyidin mewarisi mandat kekuasaan dari Nabi Muhammad: memerintah berdasarkan al-Qur’an dan Hadits. Dengan demikian Kekhalifahan Umayyah dan Abbasyiah cenderung mengadopsi sistem monarkhi Persia sebagai “the shadow of God” (bayangan Tuhan di Bumi).
 Tidak heran bila ada image kalau Barat bersifat individual, sedangkan Islam bersifat kolektif. Padahal Islam hendaknya mengembangkan budaya tawasut (moderat: tidak ekstrim kanan maupun kiri), dimana hak individu dan hak kolektif harus didiskusikan dalam “ruang public”.
 Sebagai ibarat: Rukun Islam seperti shalat yang merupakan hubungan pribadi manusia dengan Tuhan namun hendaknya dilakukan secara jamaah (kolektif). Prinsip keseimbangan (tawazun) ini bila diterapkan maka akan bisa mengatasi sifat individualistis masyarakat demokrasi Barat. Inilah demokrasi Islam, yang dalam pelaksanaannya harus menjunjung tinggi prinsip persamaan dan keadilan. 

Sulitnya menegakkan masyarakat demokratis di negara-negara Muslim karena tidak ada civil society yang kuat, dimana negara cenderung mendominasi segenap aspek kehidupan. Untuk keperluan itu pengusa mencari justifikasi pada aliran teologi tertentu seperti Sunni, Syiah, dan sekarang di era modern sebagiannya mencari justifikasi pada ideology sekuler. Baik teologi maupun ideologi sekuler tidak kondusif bagi tegaknya demokrasi karena cenderung memandang persoalan berdasarkan “kita” dan “mereka”. Dalam kasus Indonesia, baik Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto telah memonopoli pemaknaan Pancasila. Mereka cenderung mengembangkan “sentralisasi” kekuasaan dengan menciptakan sistem pendidikan nasional. Mereka tidak mau membantu mengembangkan sistem pendidikan tradisional yang sudah ada bagi terciptanya civil society yang kuat, sebagai prasyarat tumbuhnya budaya demokrasi. Andaipun Presiden Soekarno dan Soeharto mendapat pendidikan agama yang kuat, tidak ada jaminan mereka bisa mengembangkan budaya demokratis tanpa adanya check and balance dari civil society. 

Sulit tumbuhnya budaya demokrasi juga disebabkan oleh lemahnya ukhuwah Islamiyah (persatuan sesama Muslim), sehingga Presiden Soekarno dan Soeharto dengan militernya bisa memanopoli perpolitikan nasional. Muslim tidak mampu mengambil alih isu-isu nasional karena terjadi diskontinyuitas sistem pendidikan pesantren dengan dunia modern, dimana Islam pada waktu itu bersifat defensif terhadap Belanda menjadi suatu “identitas”. Krisis yang melanda kaum Muslim ini tidak ditangani secara proporsional karena pemerintah masih curiga terhadap keinginan sebagian Muslim mendirikan negara Islam. Pada masa Presiden Soekarno, kelompok modernis yang menempuh perjuangan “ideologis” ingin mendirikan negara Islam dilarang, sedangkan NU yang menempuh “pendekatan fiqih” memiliki peranan komplementer. Sebaliknya, pada masa Presiden Soeharto kelompok modernis diakomodasi setelah umat Islam menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan sosial dan politik, sedangkan NU berperan sebagai civil society dibawah duet kepemimpinan KH Ahmad Siddiq dan Abdurrahman Wahid, yang dikenal dengan Gus Dur. Gus Dur, yang terdidik dalam tradisi Islam dan tradisi Barat, mampu mengangkat isu-isu nasional bagi tegaknya demokrasi, sehingga kemudian dia berhasil mendapat dukungan dari berbagai kelompok sebagai presiden pada Era Reformasi. Namun transisi menuju demokrasi masih menemui jalan terjal karena para tokoh reformis gagal merumuskan kepentingan nasional bersama, sehingga mereka sudah terdepak dari pentas utama perpolitikan nasional dan kendali sudah berbalik ke militer. 
3. PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI (MODERN)
Modernisasi dan pembangunan mempunyai hubungan yang sangat erat. Pembangunan mensyaratkan adanya modernisasi (atau pembaharuan) dalam segala aspek kehidupan. Sebelum membicarakan institusi-institusi modern pada sub-bab berikutnya, saya ingin mengulas sedikit pentingnya ilmu dan teknologi bagi peningkatan produksi yang punya implikasi pada peningkatan kesejahteraan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan material. Sementara bagi keperluan kebutuhan non-material, pemerintah harus membantu semua kegiatan keagamaan, dan inilah yang membedakan sekulerisasi di negara kita dengan Australia. Saya tidak ingin memberi kesaksian yang panjang lebar dalam soal iptek karena seperti dikatakan Tony Barnett kita sudah memiliki tenaga ahli yang cukup. Walaupun saya sangsi apakah para ahli iptek Indonesia mengabdikan dirinya di Indonesia apa di negara-negara Barat seperti Australia, mengingat sarana prasarana iptek kita masih ketinggalan berpuluh-puluh tahun. Fakta lain, Indonesia belum memperhatikan ilmu-ilmu murni, sebagai landasan bagi pengembangan teknologi. Memang pendidikan menjadi faktor kunci bagi keberhasilam modernisasi. Dalam hal ini Jepang patut kita contoh. Saya heran kenapa jumlah sekolah pada awal Restorasi Meiji tahun 1868 hampir sama dengan jumlah sekolah sekarang ini. Nampaknya Jepang langsung mendirikan sekolah dasar secara serentak di pelosok negeri dan lalu sekolah itu dikembangkan lagi dengan mendirikan SLTP, SLTA, dan PT. 

Lalu ilmu apa yang perlu diperhatikan dalam modernisasi? Sekarang kita bandingkan Australia dengan Suriname. Australia merupakan negara modern, walau mula-mula yang datang ke Australia adalah para kriminal dari Inggris. Sebaliknya, Suriname yang terletak di benua Amerika masih menjadi negara miskin karena para imigran datang dari Asia, terutama Indonesia yang pendidikannya terpengaruh Tradisi Islam. Memang al-Qur’an mengajarkan umatnya berpikir rasional dalam bingkai kosmologi (kacamata) Islam. Namun pendidikan Muslim di Indonesia masih belum berhasil mengembangkan ilmu-ilmu duniawi (sekuler) secara memadai, sehingga mereka masih belum bisa mengatasi keterbatasan yang ditimpakan dari alam maupun memanfaatkan alam semaksimal mungkin bagi kesejahteraan. Karenanya mereka cenderung menyerahkan segala permasalahan pada Tuhan. Apakah layak meminta Tuhan mengatasi permasalahan duniawi seperti itu? Bukankah Tuhan telah menjadikan manusia sebagai khalifah Allah
 karena telah diberi rasio (Lihat QS al-Baqarah 30-34).
 Memang Islam menyebar ke Indonesia terutama berlangsung ketika peradaban Islam sedang mengalami kemunduran dengan jatuhnya Kekhalifahan Abbasyiah pada tahun 1258. Tidak heran bila Muslim Indonesia cenderung berpikir normatif. 

Sebenarnya dalam al-Qur’an ada banyak contoh bagaimana norma-norma itu diterapkan dalam masyarakat. Seperti Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah secara gradual tidak melalui revolusi, walaupun nanti hasilnya bersifat revolusioner tapi itu dilakukan dengan persuasi tidak dengan kekerasan. Ingat Fathul Mekkah, dimana Nabi berhasil menundukan Mekkah tanpa ada darah yang mengalir. Contoh lain dalam QS al-Baqarah mengenai ibadah haji, dimana pada zaman jahiliyah (zaman kegelapan) sudah ada ibadah haji karena merupakan ajaran Nabi Ibrahim, namun kaum Quraisy sudah menyelewengkan maknanya sebagai arena memamerkan kekayaan. Makanya al-Qur’an memerintahkan kita memakai baju ikhram. Zaman jahiliyah bukan berarti masyarakat terbelakang secara materi karena pada waktu itu Arab sudah menjadi pusat perdagangan yang sedang diincar dua superpower pada waktu itu. Pada waktu itu orang-orang kaya sudah tidak tergantung pada sukunya berkat independesi ekonominya. Mereka tidak menaruh perhatian pada sesama anggota sukunya yang kurang beruntung. Mereka sudah melupakan Tuhan monotheisme walaupun mereka sudah tahu kata Allah (dari bahasa Yahudi “Yahweh”). Dengan demikian ajakan nabi Muhammad menyembah Allah merupakan suatu yang wajar, namun hal itu tidak mudah dilakukan karena kaum Quraisy sudah menjadikan berhala sebagai perantara hubungan manusia dengan Tuhan, dan secara ekonomis bisnis berhala sangat menguntungkan.

Lalu sekarang kita perlu instrospeksi apakah ritual-ritual religious seperti yang didiktekan dalam Rukun Islam tidak sedang kita selewengkan maknanya? Karena terbatasnya halaman, saya ingin menyoroti ritual puasa saja. Apakah puasa kita sudah bisa menggugah kita melakukan kesalehan sosial, dengan peduli pada nasib orang fakir miskin. Fakta menunjukkan puasa tidak menjadikan pengeluaran kita menurun, bahkan uang yang beredar selama bulan puasa bisa empat kali lebih besar. Artinya orang miskin semakin tersiksa karena harus mengeluarkan uang lebih banyak akibat inflasi. Idealnya pengeluaran pada bulan puasa lebih kecil dan kita bisa memberi lebih banyak kepada fakir miskin. Hal itu mungkin bisa dilakukan kalau kita sudah bisa membuat sistem yang baik. Mungkin kita perlu membuat institusi yang netral (sekular) seperti di Australia bagi keperluan penciptaan lapangan kerja maupun sistem kesejahteraan sosial, mengingat Muslim Indonesia juga terbagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok seperti Muhammadiyah, NU, dan PKS untuk meyebut beberapa. Hal itu mungkin bisa dikembangkan pada tingkat negara dengan melibatkan non-Muslim, karena kemiskinan itu memiliki ciri-ciri obyektif. Dan mereka bisa mendirikan institusi sendiri bagi kelompoknya asal mereka bisa mengembangkan sikap demokratis. 
4. INSTITUSI-INSTITUSI MODERN
Islam membawa ajaran agama yang berwatak kemasyarakatan dan sepenuhnya disandarkan pada pranata-pranata institusional untuk menerapkannya dalam kehidupan. Bahkan aspek kehidupannya yang paling meditatif dan kontemplatif sekalipun, yaitu tasawuf, masih harus menanggung beban institusional. Tidak heran bila Muslim sudah mengembangkan pranata kemiliteran sejak awal.
 Insitusi itu merupakan kelanjutan dari tradisi Arab, sehingga tidak ada institusi yang Islami, bahkan kemudian mengambil contoh dari Persia, salah satu superpower pada waktu itu. Tentu institusi terus dikembangkan dengan mengambil yang dinilainya bagus darimana datangnya. 

Berdirinya institusi-institusi itu merupakan kebutuhan internal dari ajaran kemasyarakatan itu sendiri, cuma institusi militer yang berdirinya lebih karena faktor eksternal: ancaman dari kafir Quraisy. Sementara itu, Muslim Indonesia mengalami diskontinyuitas dengan dunia modern karena mereka ingin mempertahankan “identias” sehingga mereka kurang apresiasif terhadap apa yang baik dari Belanda. Padahal Muslim harus mengambil yang baik darimana datangnya dan implisitnya kita harus belajar terus. Sesuatu yang baru memang menakutkan sampai kita tahu ilmunya, lalu kita istiqomah. 

Mungkin Australia mengambil yang baik dari ajaran Islam seperti ajaran kemasyarakatannya dengan memperhatian rakyatnya, walaupun mereka atheis. Bukankah bunga bank di Australia sangat rendah, sehingga meraka yang mau berusaha tidak takut terbebani dengan bunga. Ini kontras dengan bunga bank di Indonesia yang sangat tinggi. Seharusnya politisi Muslim berusaha membuat sistem perbankan yang sehat karena pengaruhnya sangat besar bagi rakyat. Memang adopsi Muslim terhadap perbankan sangat lambat, padahal bank sangat penting bagi eksistensi negara modern. Darimana pemerintah membiayai angaran pembangunan dan belanja pegawai kalau bukan dari bank. Sekarang Muslim sudah mau menerima bank, terbukti dengan adanya bank syariah. Ini sesuatu yang positif. Namun apakah bank syariah sudah bisa membantu rakyat miskin yang mau berusaha? Saya kira bank syariah akan laku bila peminjam tidak merasa berat. 
Disamping bank, institusi yang sangat diperlukan dalam dunia modern adalah asuransi. Dunia modern yang penuh dengan spekulasi dan ketidakpastian mensyaratkan perlunya institusi asuransi. Tanpa ada sistem asuransi yang handal orang kurang berani melakukan usaha. Faktanya, orang Indonesia masih ogah ikut asuransi karena sistem asuransinya yang masih lemah. Andaikan sistem asuransi itu sudah baik, maka pemerintah harus melakukan sosialisasi terhadap sistem itu, disamping kewajibannya memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan syarat utama bagi terbentuknya negara modern. Apakah kita sudah puas dengan sistem hukum yang berlaku di negara kita? Apakah para penegak hukum sudah menjalankan tugas dengan maksimal? Allah sudah sangat pemurah pada rakyat Indonesia karena negara kita sangat kaya akan sumber daya alam (SDA), namun negara diatur dengan kurang bagus, apalagi bila orang yang menjalankannya juga tidak jujur. Penegakkan hukum kurang berjalan karena sistem pemerintahan yang masih belum bagus. Andaikata ada check and balance dalam kelembagaan negara maka bisa dihindari terjadinya monopoli kekuasaan. Kontrol sangat penting karena ajaran agama tidak mampu mendorong orang berbuat baik seperti memperhatikan kesejahteraan rakyat maupun mencegah orang dari melakukan perbuatan keji baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, seperti korupsi, berjudi, dll. 
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